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BAB 111

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan
bahwa pengaturan pelaksanaan pengumuman sebagai upaya pelibatan masyarakat
dalam proses AMDAL setelah berlakunya UU Cipta Kerja menjadi tidak jelas, tidak
lengkap, multitafsir, dan menimbulkan pelemahan dalam pelibatan masyarakat.
Pengumuman sebagai tahap awal masyarakat dapat mengetahui suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan memang diatur sedemikian rupa dalam UU Cipta Kerja dan PP
Nomor 22 Tahun 2021, tetapi masih terdapat ketidaklengkapan dan ketidakjelasan
dalam pengaturannya bahwa dalam Pasal 30 PP Nomor 22 Tahun 2021 tidak
disebutkan adanya hak masyarakat untuk mengajukan keberatan, melainkan hanya
saran, pendapat dan tanggapan saja. Yang membuat semakin tidak jelasnya pengaturan
tersebut adalah dengan tidak dihapuskannya Pasal 65 UUPPLH yang mengatur bahwa
masyarakat masih dapat mengajukan keberatan, tetapi saat rencana usaha dan/atau
kegiatan diumumkan, masyarakat tidak diberikan informasi bahwa mereka dapat
mengajukan keberatan, sehingga dapat menimbulkan penafsiran bahwa keberatan
sudah tercakup dalam saran, pendapat dan tanggapan, atau keberatan memang bukan
lagi menjadi hak masyarakat. Pengaturan mengenai pelibatan masyarakat sekarang ini
juga melemahkan pelibatan masyarakat, antara lain dengan adanya penyempitan
definisi masyarakat setelah diubahnya pasal 26 UUPPLH menjadi masyarakat yang
terkena dampak saja; dihapusnya keberatan; dihapusnya komisi penilai AMDAL yang

secara otomatis menghapus adanya unsur masyarakat dalam penilaian dokumen
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AMDAL; nomenklatur izin yang diubah menjadi persetujuan lingkungan. Adapun
implikasi dari peraturan mengenai pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL yang
tidak lengkap, tidak jelas, multitafsir dan melemahkan pelibatan masyarakat adalah
hilangnya makna dan kekuatan AMDAL itu sendiri sebagai salah satu instrumen

perlindungan lingkungan dari pelbagai kegiatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, saran
yang dapat penulis berikan untuk memaksimalkan pengaturan mengenai pelibatan
masyarakat dalam proses AMDAL yaitu:
1. Pengaturan mengenai pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL yang tidak
lengkap, tidak jelas, dan multitafsir perlu dibuat menjadi lebih jelas, lengkap dan
mudah dimengerti semua kalangan masyarakat.
2. Untuk masa mendatang pengaturan mengenai pelibatan masyarakat harus lebih
ditunjukkan lagi dalam proses AMDAL, bukan dipersempit, dikurangi, ataupun
dilemahkan, sehingga dari proses awal hingga akhir masyarakat diberikan kesempatan
lebih luas untuk terlibat sesuai dengan kepentingan mereka. Rumusan
pengaturannyapun harus jelas, lengkap, mudah dipahami oleh semua lapisan
masyarakat dan tidak multitafsir seperti yang ada dalam aturan baru. Yang perlu
direvisi adalah PP No.22 Tahun 2021 terutama Pasal 30 mengenai pengumuman
sebagai tahap awal pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL yang seharusnya
mengatur mengenai aspek keberatan sebagai hak masyarakat yang mempunyai

kepentingan, sebagaimana yang masih berlaku dalam Pasal 65 UUPPLH.
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